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ABSTRAK
(1)

Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana di sektor
keuangan berdasar pada Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015. OJK berdasar pada Pasal 1 angka 1 UU tentang Otoritas
Jasa Keuangan merupakan lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dimaksudkan disini adalah permasalahan dalam
menangani kasus tindak pidana di bidang jasa keuangan yang dilakukan OJK. Penelitian tersebut bertujuan untuk
menganalisis dan mengkaji proses penyidikan dalam OJK melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana
perbankan, serta memahami dan mengetahui beberapa faktor penghambat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) OJK
menjalankan wewenangnya. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu metode penelitian
yang bersifat deskriptif atau menggambarkan hasil penelitian secara utuh dan mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kewenangan penyidik OJK belum berjalan sebagaimana yang ditentukan oleh UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang
OJK dan POJK Nomor 22/POJK.01/2015. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor penghamabat, seperti kurangnya
pengetahuan masyarakat akan eksistensi OJK dan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana di bidang jasa keuangan, serta
sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud disini adalah jumlah PPNS OJK yang terbatas dan sarana prasarana yang
kurang mengoptimalkan pelaksanaan penyidikan tindak pidana perbankan oleh OJK.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan

ABSTRACT

The Authority owned by the Financial Services Authority (OJK) in investigating criminal acts in the financial sector is
based on OJK Regulation Number 22/POJK.01/2015. OJK based on Article 1 number 1 of the Law on Financial Services
Authority is an independent institution, free from interference from other parties, which has the functions, duties, and
authorities of regulation, supervision, examination, and investigation intended to handle criminal cases in the field of
financial services conducted by OJK. The research aims to analyze and review the investigation process in OJK when
carrying out its duties in handling banking criminal cases, as well as to understand and know some of the factors inhibiting
PPNS (Civil Servant Investigators) of OJK from exercising their authority. Qualitative research method is used in this study
to describe the results of the research in its entirety and in depth. The results of this study show that the authority of OJK
investigators has not been running as determined by Law No. 21 of 2011 concerning OJK and POJK Number
22/POJK 01/2015. This is due to several mitigating factors, such as the lack of public knowledge of the existence of OJK
and its duties as a criminal investigator in the field of financial services, as well as human resources (HR) referred to here
is a limited number of OJK PPNS and infrastructure facilities that do not optimize the implementation of banking criminal
investigations by the OJK .
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Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan........ (Ismu Rahayu Saputri, Ruslan Renggong, Almusawir)

1. PENDAHULUAN

Segala sesuatu dalam kegiatan perbankan yang telah
diatur secara hukum atau yuridis dalam bentuk UU Perbankan
merupakan segala bentuk aktivitas perbankan yang harus
dapat mematuhi dan memenuhi asas ketaatan perbankan
yakni, dengan menggunakan dan memperhatikan aturan
hukum berbentuk safe dan sound dan melaksanakan beberapa
prinsip perbankan (prudent banking ). Dampak dari usaha yang
dilakukan oleh suatu Lembaga perbankan dengan banyaknya
kesempatan akan timbul dan memungkinkan hal tersebut
dapat terjadi jika seseorang atau bahkan beberapa orang dapat
melakukan tindakan melawan hukum dalam sektor perbankan.

Dapat diakui terkait permasalahan dibidang hukum
pidana semakin berkembang seiring berjalannya waktu dan
tidak memiliki keseimbangan terkait perkembangan bentuk
perundang-undangan hingga hukum pidana yang kita miliki
yang berlaku saat ini. Berbagai permasalahan yang muncul
dapat segera ditangani dengan benar saat sebelum terjadinya
suatu pidana guna memulihkan keadaan masyarakat. Adapun
cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan semakin
berkembang. Pemahaman masyarakat di negara kita pun
selalu berkaitan dengan penyelesaian permasalahan hukum
dengan para penegakan seperti, polisi, jaksa dan hakim.
(Risma Hamzah, 2020) Salah satu bentuk kejahatan ekonomi
yang biasa terjadi di bidang perbankan dengan modus
berdasarkan UU Perbankan cukup sangat sulit dipantau,
diawasi hingga dibuktikan biasanya dilakukan menggunakan
bank sebagai sarana dan sasaran kegiatannya. (Halim Marfei,
2002) Perbedaan seperti pendapat baik antara pihak
perbankan dengan para penegak hukum dengan beberapa hal
yang berkaitan dengan kerahasiaan bank, dalam praktiknya
seringkali timbul beberapa persoalan tersebut, seperti halnya
yang terdapat dalam penegakan hukum pidana yang kapan
saja dapat diperlihatkan kepada aparat penegak hukum
tersebut, mulai dari penyimpanan rahasia bank sampai dengan
proses pembukaan rahasia suatu bank adalah kewajiban
mereka yang memiliki tugas tersebut.

Pada dasarnya tindak pidana seperti merapikan tindakan
melawan hukum dan dengan sengaja atau bahkan tidak
sengaja berhubungan seperti produk perbankan, kelembagaan
hingga perangkatnya yang dapat menimbulkan kerugian
materiil dan immaterial pihak bank tersebut bahkan bagi
nasabah atau pihak yang merasa dirugikan lainnya tindakan
tersebut dapat disebut pula pidana perbankan. Kejahatan yang
berkaitan  dengan  industri perbankan,  baik  itu
kelembagaannya, perangkatnya, atau bahkan bentuk dari
perbankan itu sendiri adalah kejahatan perbankan yang dapat
melibatkan pihak bank ataupun nasabah, bertindak menjadi
pelaku juga korbannya.

Menurut I Ketut Sudira, dalam proses penyidikan oleh
pihak kepolisian bagian dari penegakan hukum tindak pidana
perbankan. Proses ini adalah awal dari proses peradilan pidana
guna dapat melanjutkan atau tidak pemeriksaan suatu tindak
pidana yang sementara berjalan pada peradilan pidana bagi
penyidik (I Ketut Sudira, 2016). Lebih lanjut, Adrianus
Meliala guna menemukan realita atau bahkan menyingkap
suatu tindak pidana dengan mempertanyakan apa, dimana,
siapa, mengapa serta bagaimana adalah tindakan penyidikan
oleh kepolisian. Oleh karena itu sebuah mekanisme
pengumpulan beberapa bukti-bukti untuk dapat mendapatkan
gambaran yang tepat dan jelas terkait suatu kejahatan pada
proses penyidikan atau investigasi. Pembuktian secara jelas
dipengadilan. Bukti-bukti tersebut yang didapatkan melalui

proses penyidikan dengan dugaan seseorang dan atau
beberapa yang dinyatakan melakukan suatu pelanggaran
pidana sudah seharusnya dapat dibuktikan dengan cara
tersebut. (Adrianus Meliala, 2013

Menurut  Soerjono  Soekanto  efektivitas
ditemukan 5 faktor, yaitu: (Soerjono Soekanto, 1983)

1) Hukum atau eltumaemg berlaku, 2) Aparatur penegak
hukum, dalam hal ini pihak yang menerapkan maupun
membentuk hukum, 3) Sarana/fasilitas yang melengkapi
penegakan hukum, 4) Masyarakat, yakni budaya dimana
hukum tersebut berlaku dan diterapkan, 5) Budaya, yakni
mengacu pada keberadaan manusia di dalam komunitas hidup
sebagai rasa yang timbul.

Namun seiring berjalannya waktu perlu adanya
pemahaman dan penjelasan terkait bagaimana dan seperti apa
bentuk penanganan penyidikan tindak pidana perbankan yang
dilaksanakan oleh pihak OJK dan apakah dalam tahap
penyidikan terhadap tindak pidana tersebut dilaksanakan oleh
pihak OJK telah bekerja secara optimal.

hukum

2. METODE

Lokasi penelitian di Kantor Pusat Otoritas Jasa
Keuangan (Kanpus OJK), Bank BUMN dan swasta di
Makassar, adalah lokasi yang menurut Penulis tepat untuk
melakukan penelitian. Sehingga dengan memilih lokasi ini
diharapkan memudahkan Penulis untuk mendapatkan data
tersebut guna menjawab tesis ini.

Pada penelitian ini terdapat teknik mengumpulkan data
dengan mempergunakan beberapa metode antara lain.

1. Wawancara;

Tehnik yang di gunakan oleh peneliti dengan melakukan
wawancara kepada Penyidik OJK, nasabah bank BUMN
dan swasta yang berkaitan dengan tindak pidana
perbankan.

Dokumentasi;

[

Tehnik yang digunakan untuk memotret atau bahkan
mengambil gambar pada saat melakukan wawancara
bersama Penyidik OJK, nasabah bank BUMN dan
swasta yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

3¢9 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan
Dalam Penyidikan
Kepada OJK telah diberikan wewenang kepada penyidik
OJK guna melakukan tugasnya sebagai penyidik di bidang
jasa keuangan terkait tindak pidana yang telah dijelaskan pada
UU OJK. Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan yang
dimaksud disini ialah parapenyidik Polri dan Penyidik
Pegawal Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di OJK. Untuk
melakukan tugas dengan adanya UU OJK telah memberi dasar
dan kepelslieuahukum bagi OJK terkait hal tersebut.
Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan dalam Pasal
6 UUOJK:
a. Kegiatan pada jasa keuangan di sektor perbankan
Kegiatan pada jasa keuangan di sektor pasar modal
c. Kegiatan pada jasa keuangan di sektor perasuransian,
dana pensiun, lembaga Pembiayaan, dan lembaga jasa
keuangan lainnya. Guna menjalankan wewenang terkait
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan berkaitan
dengan mengatur dan mengawasi sebagaimana dimaksud
pada ketentuan huruf (a), maka berikut ini kewenangan
dimiliki oleh OJK:
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Pengaturan dan pengawasan terkait
lembaga bank yang terdiri dari:

1) Perizinan untuk pendirian bank, anggaran dasar,
konsolidasi, kepemilikan, merger, dan akuisisi
bank, kepengurusan dan sumber dil manusia,
rencana kerja, pembukaan kantor bank, serta
pencabutan izin usaha bank; dan

2) Kegiatan usaha bank, antara lain aktivitas
dibidang jasa, produk hibridasi, penyediaan dana,
dan sumber dana.

b. Mengatur dan mengawasi terkait kesehatan bank
yang terdiri atas:

1) kuidilals. kualitas aset, rentabilitas, solvabilitas,
batas maksimum pemberian kreditrasio rasio
pinjaman terhadap simpanan, kecukupan modal
minimum, dan pencadangan bank;

2) Pelaporan bank yang terkait dengan kinerja bank
dan kesehatan;

3) Sistem informasi debitur;

4) Credit Testing (Uji kredit)

5) Standar akuntansi bank;

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-
hatian bank, meliputi:

1) Manajemen risiko;

2) Tata kelola bank;

3) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian
uang; dan

4) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan
perbankan; dan

d. Pemeriksaan bank.

Selain UU OIJK, peraturan OJK  Nomor

22/POJK 01/2015 mengenai tindak pidana di sektor

jasa keuangan tentang penyidikan pada Pasal 2 ayat

(1) juga menjelaskan bahwa OJK berwenang

melaksanakan penyidikan tindak pidaa di sektor jasa

keuangan. Pasal 2 ayat (2) sesuai yang dimaksud
pada ayat (1) yang melakukan adalah penyidik OJK
yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan
wemmgeu] OJK. Pengawasan discbutkan pada
Pasal 9 huruf ¢ UU OJK adalah salah satu tugas OJK
seperti tindakan penyidikan yang berbunyi: “Untuk
melaksanakan  tugas pengawasan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang
melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,
perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap

Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang

kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang- undangan di sektor jasa
keuangan.” Pada Pasal 49 ayat (1) UU OJK
berwenang dalam melakukan penyidikan berikut
penjelasannya : “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung
Jjawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa
keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
delleua(ilelb Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”
Adapun Pasal 1 butir 2 KUHAP terdapat beberapa unsur

yang termuat dalam definisi penyidikan yaitu :

mengenai

a. Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang memuat
beberapa tindakan antara satu dengan yang lain dan

berhubungan;

b.  Yang disebut pejabat publik penyidik yang melakukan
penyidikan;

c¢.  Berdasar pada peraturan perundang -undangan
penyidikan dilakukan.

d. Tujuan  penyidikan adalah menemukan  dan

mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti tersebut

menjadikan tindak pidana menemukan titik terang dan

tentunya tersangkanya telah ditemukan.

Terkait kewenangan oleh OJK yang telah disampaikan
oleh pihak OJK, bahwa OJK di industri kevangan dapat
menjalankan tugasnya sebagai penyidik terhadap tindak
pidana disektor keuangan seperti yang ada pada peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tidak hanya
mengawasi dan memberikan perizinan saja, namun dapat juga
menjadi pengamat industri keuangan. Dalam kewenangannya
hasil dari penyidikan bisa langsung diserahkan kepada pihak
jaksa untuk dapat dilakukan penuntutan dan proses hukum
berikutnya.

Tanpa harus menunggu laporan dan atau aduan yang dari
pengawas OJK dari masyarakat. Dilakukannya penyidikan
tentunya apabila telah melalui pembahasan mendalam dari sisi
legal serta proses pengawasan dan investigasi. Hakikatnya,
kewenangan yang dimiliki oleh OJK merupakan kekuasaan
yang diberikan langsung kepada PPNS OJK. Pada mekanisme
tahap penegakan hukum atau sistem peradilan pidana
merupakan tahap pertama dari penyidikan. Berhasil atau
tidaknya sebuah proses penegakan hukum pidana sangat
menentukan kemudian memiliki posisi dan peran yang amat
penting dan strategis ada pada tahap penyidikan.

Kesuksesan pihak jaksa dalam tahap penuntutan dan
kemudian yakni proses persidangan akan sangat menentukan,
maka dari itu dilaksanakannya penyidikan yang baik oleh
PPNS OJK dapat memudahkan hakim guna menggali atau
bahkan mendapatkan kebenaran materiil ketika pada tahap
pemeriksaan dan pengadilan. Namun apabila melihat jumlah
data terjadinya tindak pidana perbankan selama tahun 2020,
data tersebut merupakan jumlah yang cukup banyak meskipun
tidak ada lonjakan yang cukup signifikan terkait kasus tindak
pidana perbankan yang terjadi ditahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan jumlah personll PPNS OJK
yang saat ini hanya ada dan ditempatkan langsung pada kantor
pusat OJK dengan jumlah personll tidak lebih dari 10 orang
yakni hanya berjumlah 7 orang, maka secara tidak langsung
dalam proses penanganan atau pada tahap penyidikan akankah
dapat  berjalan dengan efektif, mengingat pentingnya
efektivitas hukum dapat diterapkan dalam sebuah proses
penyidikan suatu tindak pidana perbankan.

Independensi lekat dengan OJK, memang benar dalam
pengaturan dan pengawasan bank harus tega dalam hal
pengaturan bebas dari campur tangan pihak luar namun tidak
disebutkan bebas dari pantauan pemerintah. Namun dalam
melaksanakan penyidikan tidak demikian, dikarenakan pada
tahap ini dapat memunculkan campur tangan penegak hukum
atau pihak lainnya. Keterkaitan hubungan antara penyidik
OJK dengan pihak kepolisian menggambarkan harmonisasi
antara kedua lembaga yang memiliki tugas dan wewenang
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yang cukup berbeda, namun ketika melakukan koordinasi dan
kerjasama demi dan untuk penegakan hukum, khusunya dalam
tingkat penyidikan. Maka sebaiknya membangun koordinasi
dan atau hubungan dalam hal melaksanakan tugas dalam
proses penyidikan, disatu sisi standar yang dimiliki oleh OJK
jelas bahwa penyidik melaksanakan tindak pidana bidang jasa
keuangan.

Kemudian hubungan antara penyidik OJK dengan
penuntut umum dalam hal pelimpahan berkas penyidikan
maka sudah seharusnya OJK tetap mengikuti standarisasi
proses penegakan hukum terkait tindak pidana dibidang jasa
keuangan yang berlaku untuk menjaga harmonisasi dengan
pill’ilusil dalam hal ini jaksa penuntut umum.

32 Faktor Penghambat Lembaga Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Dalam Penyidikan Tindak Pidana
Perbankan

Upaya dalam rangka menegakkan hukum, terciptanya
keamanan serta ketertiban yang dilakukan bersamaan pada
suatu sistem peradilan pidana berkaitan dengan proses yang
cukup lama dan melibatkan beberapa pihak, itulah peran
nyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) OJK. Sementara pada
penanganan tindak pidana tertentu juga tindak pidana
perbankan oleh karena itu penyidik Polri menjalin koordinasi
dan kerjasama dengan PPNS pﬂak Otoritas Jasa Keuangan.
Oleh karena sistem yang besar di dalamnya termuat beberapa
subsistem yang meliputi kepolisian sebagai penyidik, hal
tersebut guna penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana perbankan.

Suatu kejadian yang terindikasi sebagai kejadian pidana
(tindak pidana) merupakan serangkaian tahap dalam sistem
peradilan pidana. Di mulainya suatu tindakan penyelidikan
dan  penyidikan  setelah adanya  peristiwa  pidana.
Dilaksanakannya tugas dan wewenang secara umum
penyidikan serta penyelidikan tindak pidana tanpa adanya
Batasan kuasa, selama berada dalam cakupan hukum publik
disini KUHAP telah memberi peran kepada pihak Polri.
Sejatinya kewenangan guna melaksanakan penyelidikan serta
penyidikan terkait semua tindak pidana, meskipun KUHAP
telah memberikan untuk melakukan penyidikan menjadi dasar
hukumnya masing-masing diberikan Polri oleh KUHAP
ke wenangan kepada penyidik OJK tertentu berdasarkan tugas
sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dari hasil wawancara dengan Penyidik OJK, menurutnya
bahwa OJK kadangkala memiliki hambatan dalam
melaksankan tugas penyidikannya. Hanya saja hambatan
tersebut lebih bersifat teknis seperti masalah anggaran,
koordinasi dengan internal terutama pengawas dan dengan
aparat penegak hukum lain terutama Kejaksaan. Namun
masalah-masalah tersebut selalu dapat ditangani schingga
pelaksanaan tugas-tugas penyidikan dapat diselesaikan.
Adapun beberapa faktor lainnya yang disebutkan sebagai
berikut:

a. Pemahaman masyarakat terhadap kewenangan Otoritas

Jasa Keuangan

(OJK) sebagai penyidik, dengan terjadinya suatu tindak

pidana perbankan, maka masyarakat disinii harus benar

mampu membedakan antara tindak pidana umum dan
khusus. Seperti halnya ketika nasabah merasa atau
bahkan sedang mengalami hal-hal yang dianggap
merugikan dirinya atau bahkan melihat, mendengar, atau
mencurigai hal-hal yang terindikasi terjadi tindak pidana
perbankan. Maka masyarakat atau nasabah dapat
langsung melaporkan hal tersebut kepada OJK. Namun

pihak OJK tidak serta merta menerima laporan tersebur
apalagi langsung melakukan penyidikan. Dikarenakan
OJK memiliki beberapa departemen pengelolahan terkait
adanya laporan/aduan indikasi terjadinya tindak pidana
perbankan. Depatemen pengawasan merupakan pintu
utama dalam mengawasi bahkan menerima laporan atau
aduan dari masyarakat ataupun nasabah yang ada. Tidak
hanya itu, departemen pengawasan juga merupakan
perantara dari nasabah kepada PPNS OJK.
Maka dari itu penulis mengemukakan bahwa perlu
adanya koordinasi yang lebih efektif lagi antara
departemen pengawasan dan penyidikan untuk lebih
cepat dan tanggap dalam menyikapi, menangani dan
melaksanakan wewenang yang dimiliki. Perlunya
pemahaman akan tugas dan tanggungjawab OJK
khususnya sebagai penyidik, tidak hanya sekedar
menunggu atau bahkan menantikan pelimpahan dari
pihak kepolisian dalam hal penangan kasus tindak pidana
perbankan saja, melainkan mampu mengedukasi dan
mensosialisasikan terakir keberadaan penyidik OJK yang
memiliki wewenang dalam hal menjalankan penyidikan
tindak pidana perbankan.

b. Sumber daya manusia menjadi penghambat tugas OJK
dalam penyidikan oleh karena minimnya kerja petugas
secara profesionalime di bidang penyidikan, maka perlu
dilakukan peningkatan keterampilan teknis  dan
pengetahuan penykem yang memengaruhi secara
kualitas. Disini  Otoritas Jasa Keuangan Ketika
melaksanakan penyidikan tindak pidana perbankan
seharusnya terlebih dahulu aauelt perjanjian dengan
pihak kepolisian saat proses penyidikan tindak pidana
perbankan supaya dapat melukukemunenemgkupem
tersangka yang terindikasi berbuat tindak pidana
perbankan dan merekrut penyidik kepolisian dan
kejaksaan. Dalam  memberikan penjatuhan  dan
penuntutan kepada terdakwa tindak pidana perbankan,
OJK seharusnya mampu membuat perjanjian dengan
pihak kejaksaan bertindak guna menyelidiki adanya
indikasi dugaan atau bahkan pelanggaran serta kejahatan
di bidang perbankan. Selain itu OJK juga perlu diberikan
kepada sebagai wewenang penuh dalam menangani hal
tersebut.

Maka relasi dan koordinasi dengan internal dapat
berjalan dengan haromis terutama pengawas bahkan dengan
aparat penegak hukum lainnya terutama kejaksaan. Maka
dapat dijelaskan bahwa faktor sumber daya manusia juga
dapat menghambat peran OJK saat proses penyidikan tindak
pidana perbankan mengacu pada kuantitas berdasarkan
pendapat penulis diatas, masih minimnya personil PPNS
Otoritas Jasa Keuangan yang spesifik menangani penyidikan
tindak pidana perbankan.

Kemudian  perlu  ditingkatkan ~ wawasan  serta
pengetahuan  hingga keterampilan secara teknis terkait
penyidikan tindak pidana, maka secara kualitas berkaitan
dengan minimnnya profesionalime petugas dalam bekerja di
bidang penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian, adapun data
yang diterima dan diperoleh penulis tentang jumlah tindak
pidana perbankan yang ditangani oleh OJK, khususnya PPNS
OJK dalam 3 tahun terakhir berikut ini;
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Tabel 1.
Jumlah tindak pidana perbankan

Tahun Jumlah tindak pidana perbankan
2018 13 Perkara
2019 17 Perkara
2020 19 Perkara

TOTAL 49 Perkara

Sumber Data : Data primer yang diolah dari Departement Penyidik OJK

Dari beberapa nasabah yang diwawancarai dan ditemui
oleh Penulis, memiliki argumen dan pendapat yang kurang
lebih Dimana mercka meyakini bahwa ketika
mengalami suatu tindak pidana khususnya tindak pidana
perbankan notabene masyarakat dan nasabah suatu bank, akan
melaporkan dan mengadukan hal tersebut kepada pihak
kepolisian. Dikarenakan pihak kepolisian lebih dekat dengan
masyarakat dan identik dengan pelayanan atas terjadinya
suatu tindak pidana, baik bersifat umum ataupun khusus.
Disini membuktikan pada umumnya masyarakat khsuusnya
nasabah perbankan masih belum mengetahui akan wewenang
dan peran dari OJK dalam hal sebagai penyidik atas tindak
pidana di bidang perbankan.

Apabila mengacu pada jumlah data terjadinya tindak
pidana perbankan selama tahun 2020, data tersebut merupakan
jumlah yang cukup banyak meskipun tidak ada lonjakan yang
cukup signifikan terkait kasus tindak pidana perbankan yang
terjadi ditahun sebelumnya. Namun jika melihat data terkait
jumlah bank yang ada di seluruh Indonesia dari tahun 2017
hingga 2019, berikut data jumlah bank di Indonesia yang
dirilis dalam situs website Badan Pusat Statistik:

SdIma.

Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unif)

Kelompok Bank dan Kankor

Kantor Bank

| = |
EEEIEAEETR
4 ] 4 17883 me?

1 12
Jumlah Bank Umum 13 115
5 5 154 o3
Bank Perireditan Pembx b
Jumlah Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat 1 1 1

Sumber Data : Data sekunder diolah berdasar pada website Badan Pusat
Statistik

Data tersebut menunjukkan bahwa jika dibandingkan
dengan jumlah personil atau anggota PPNS OJK yang saat ini
hanya ada dan ditempatkan langsung pada kantor pusat OJK
dengan jumlah personll tidak lebih dari 10 orang yakni hanya
berjumlah 7 orang, maka secara tidak langsung dalam proses
penanganan atau pada tahap penyidikan akankah dapat
berjalan dengan efektif, mengingat pentingnya efektivitas
hukum dapat diterapkan dalam sebuah proses penyidikan

suatu tindak pidana perbankan. Maka sebaiknya diperlukan
penambahan personil PPNS pada Kantor Pusat OJK atau
bahkan pada tiap Kantor Region yang ada di seluruh
nd()nesiel, memiliki personil PPNS minimal 2 orang guna
meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang
perbankan. Jika dibandingkan dengan jumlah perbankan yang
ada di seluruh Inancsiel dengan jumlah personil PPNS OJK
Apabila melihat perkara tindak pidana di sektor keuangan
yang ditangani oleh OJK, berdasar 8]3 Pasal 49 ayat (1) UU
OJK maka sebaiknya perlu dibuat sebuah standar yang jelas
dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang jasa
keuangan. Dalam hal imi, harus ada komitmen bahwa
penyidikan kasus keuangan dilakukan melalui satu pintu dan
kordinasi, yaitu OJK antara OJK dan institusi asal penyidik.
OJK dalam strukturnya terdapat penyidik yang dalam hal ini
adalah PPNS.

Maka dapat njelelskem bahwa faktor sumber daya
manusia juga dapat menghambat peran OJK dalam penyidikan
tindak pidana perbankan alah secara kuantitas berdasarkan
pendapat penulis diatas, masih terbatasnya personil PPNS
OJK yang khusus m@lkukan penyidikan tindak pidana
perbankan. Selain itu perlu ditingkatkan pengetahuan dan
keterampilan teknis penyidikan tindak pidana, maka secara
kualitas adalah terbatasnya profesionalime kerja petugas di
bidang penyidikan.

Sarana dan prasarana hambatan yang ditemui oleh
penyidik OJK juga masuk dalam melaksanakan tugasnya.
Sarana dan prasarana merupakan pendukung dalam
penyidikan yang berkaitan dengan tenaga manusia dalam
berpendidikan dan keterampilannya, mobilisasi sampai
peralatan yang mendukung, dana atau bahkan anggaran yang
dibutuhkan. Penegak hukum tidak mungkin menjalankan
peran semestinya tanpa adanya sarana dan prasarana yang
melengkapi, oleh sebab itu penegakan hukum tidak dapat
berjalan dengan optimal dan baik adanya. Maka sebaiknya
OJK benar-benar memperhatikan beberapa faktor penghambat
dalam PPNS OJK menjalankan tugas dan wewenangnya
dalam menangani kasus tindak pidana perbankan.

4. ESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa oﬂitas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini
penyidik, dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak
pidana perbankan belum berjalan sebagaimana telah
ditentukan dalam UU OJK. OJK di industri keuangan tidak
hanya menjadi wasit namun juga bisa melaksanakan
penyidikan tindak pidana di bidang keuvangan sesuai yang
termuat  pada POJK  Nol22/POJK01/2015  selain
melaksanakan pengawasan dan memberikan perizinan.
Adanya laporan dugaan tindak pidana perbankan sampai
saat ini penyidik OJK masih menunggu perintah dan
informasi dari pihak pengawas OJK. Sementara sebenarnya
penyidik OJK seharusnya mampu mendapat, menerima
laporan langsung dari masyarakat terkait adanya indikasi
tindak pidana perbankan yang terjadi. Sementara
berdasarkan penelitian penyidik OJK tidak menjalankan
tugas dan wewenangnya dengan optimal, padahal OJK
dalam melakukan penyidikan hasil yang diperoleh bisa
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Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga O

langsung diserahkan kepada pihak jaksa untuk segera
dilakukan penuntutan dan diproses hukum lainnya dan hal
tersebut merupakan kewenangan OJK dalam melakukan
penyidikan. Mekanisme ini lebih efektif daripada terlebih
dahulu harus melaporkan kejadian tersebut pada pihak
kepolisian.
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